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PERATURAN  

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG  

TATA CARA PENGALIHAN  

PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  

MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang 

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu 

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 

tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi 

Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara; 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6409); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang  Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 

tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6043); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang 

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181); 

  7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7   Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1303); 

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG 

TATA CARA PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN 

KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 

lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang 

melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan 

tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

2. Pegawai adalah Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

3. Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

selanjutnya disebut Pegawai Tetap adalah Pegawai Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang telah 
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ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi melalui pengadaan pegawai untuk 

menjadi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. 

4. Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang 

selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai 

Komisi Pemberantasan Korupsi yang memenuhi syarat yang 

telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja untuk 

waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 

perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 

melaksanakan tugas pemerintahan. 

9. Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai 

Komisi Pemberantasan Korupsi sampai menjadi Pegawai 

ASN. 

10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT 

adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
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yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki 

tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan 

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP  

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pengalihan meliputi: 

a. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural;  

b. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan 

administrasi; dan 

c. Pegawai Tidak Tetap. 

 

Pasal 3 

Pengalihan dilaksanakan dengan tahapan: 

a. penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan 

Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi 

Pemberantasan Korupsi; 

c. pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta 

pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 

dengan jabatan ASN yang akan diduduki; 

d. pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 

menjadi PNS atau PPPK; dan 

e. penetapan kelas jabatan. 
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